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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini kegiatan administrasi menempati hampir disemua sektor dalam
suatu instansi pemerintahan. Adminitrasi dapat didefenisikan sebagai suatu
kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi berdasarkan
pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan
sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Salah satu dimensi
ilmu adminitrasi yaitu pengambilan keputusan. Diantaranya keputusan kebijakan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan kebijakan administrasi
mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap sukses tidaknya suatu
pemerintahan.

Kebijakan merupakan segala hal yang diputuskan oleh pemerintah daerah.
Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memiliki otoritas untuk
membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan, idealnya
pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah
daerah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Kebijakan bisa dibilang
merupakan sebuah aturan dari pemerintah daerah yang harus di ikuti oleh
siapapun tanpa terkecuali, kebijakan tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu
peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang
sudah dibuat. Di dalam menyusun perencanaan kota pada umumnya di Indonesia
seringkali hanya melihat pada kegiatan — kegiatan formal saja. Pengambil
kebijakan, dalam hal ini Pemerintah daerah menyusun rencana tata lahan,
bangunan dan lingkungan hanya untuk kegiatan formal, seperti kawasan
perumahan, perdagangan, industri dan sebagainya. Sehubungan dengan adanya
sebuah kebijakan pasti tidak terlepas dari adanya sebuah pro dan kontra yang
terjadi, apalagi yang kita ketahui kebijakan pemerintah daerah mengenai para
pedagang kaki lima yang semakin lama semakin banyak. Di setiap daerahpun

pasti mempunyai persolannya tersendiri terkait para pedagang kaki lima.



Menurut Perpres No 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan
pemberdayaan pedagang kaki lima, bahwa pedagang kaki lima (PKL) adalah
pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana
usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas
sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang
bersifat sementara/tidak menetap dan penataan PKL dilaksanakan melalui
penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan
lokasi PKL dan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL. Oleh karena
itu lokasi sangat penting bagi penataan PKL sehingga diperlukan penataan
terhadap lokasi bagi kegiatan PKL . Berbagai kebijakan penanganan PKL yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, baik yang bersifat penggusuran
maupun penyitaan, masih belum efektif mengatasi maraknya Kkegiatan
perdagangan jalanan. Bahkan strategi yang dipilih terutama penggusuran
seringkali memunculkan persoalan lain, yaitu kerusuhan dan penurunan kualitas
hidup. Ketidak efektifan tersebut salah satunya terkait dengan persoalan praktis
yaitu keterbatasan pemahaman pemerintah terhadap karakteristik dan tipologi
PKL serta ketiadaan dokumentasi sistematis mengenai PKL. Akibatnya berbagai
kebijakan yang dibuat sering kali tidak didasari atas pemahaman yang tepat
terhadap PKL dan cenderung mengabaikan kompleksitas permasalahan dan
keterlibatan dalam kegiatan perdagangan kaki lima.

Keberadaan PKL merupakan suatu realita saat ini, bersamaaan dengan
tumbuh dan berkembangnya geliat perekonomian di suatu kota. Hak-hak mereka
untuk mendapatkan rejeki yang halal di tengah sulitnya mereka untuk
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan tentunya tidak bisa
dikesampingkan. Kehadiran mereka bermanfaat bagi masyarakat luas terutama
bagi yang sering memanfaatkan jasanya. Namun keberadaan pedagang kaki lima
memunculkan permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah
kebersihan, keindahan dan ketertiban suatu kota. Ruang-ruang publik yang
seharusnya merupakan hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan
kenyamanan baik untuk berolah raga, jalan kaki maupun berkendara menjadi
terganggu. Tidak dapat dipungkiri bila saat ini banyak kualitas ruang kota Kita

semakin menurun dan masih jauh dari standar minimum sebuah kota yang



nyaman, terutama pada penciptaan maupun pemanfaatan ruang terbuka yang
kurang memadai. Memang persoalan kaum pinggiran di berbagai kota menjadi
persoalan yang dilematis. Di satu sisi pemerintah daerah kota bertanggungjawab
atas warganya dalam persoalan kesejahteraan. Di sisi lain, pemerintah daerah
membutuhkan wajah kota yang indah, bersih, dan tertata sebagai tuntutan ruang
kota yang sehat. Dari pilihan antara tata ruang kota dan kesejahteraan warganya
tersebut, Pemerintah daerah lebih memilih untuk mengambil sikap yang kedua,
yakni pentingnya mengembalikan Kketertiban dan keindahan kota. Maka,
konsekuensi dari pilihan tersebut adalah dengan menertibkan dan menata para
PKL. Sebagaimana dimuat dalam peraturan daerah (PERDA) kota Pekanbaru
pasal nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima,
ditegaskan bahwa setiap PKL harus bertanggung jawab terhadap
ketertiban,kerapian,keindahan,kesehatan,lingkungan,dan keamanan sekitar tempat
usaha. Akan tetapi hal ini jauh dari apa yang diharapkan. Karena PKL tidak
menghiraukan dan bebas menggunakan lahan dan trotoar sepanjang jalan.

Oleh karena itu, PKL sering mejadi target utama kebijakan-kebijakan
pemerintah kota, seperti penggusuran. Namun berbagai kebijakan tersebut kurang
efektif karena banyak PKL yang kembali beroperasi di jalanan meskipun pernah
digusur atau direlokasi. Hal ini menekankan bahwa fenomena ekonomi informal,
khusus nya PKL di area perkotaan sulit diselesaikan secara persial-terbatas pada
kebijakan, tapi juga menyangkut persoalan struktural. Dengan kata lain, kebijakan
penanganan PKL yang bersifat jangka pendek sebaliknya dilakukan bersamaan
dengan pembenahan jangka panjang terhadap berbagai persoalan mendasar.
Kehadiran PKL menempati pinggir-pinggir kota sangat mengganggu ketertiban
lalu lintas, gangguan pada prasarana pejalan kaki dan kemacetan kota. Banyaknya
jumlah pedagang kaki lima yang tersebar di berbagai wilayah Kota Pekanbaru.
Diantaranya, pedagang kaki lima di sepanjang jalan Subrantas, jalan Teratali,
pedagang kaki lima di pasar Kodim, Sanapelan dan pedagang kaki lima di
Stadion utama Pekanabaru. Salah satu tempat pedagang kaki lima yang akan di
Teliti adalah di Jalan Soekarno Hatta kawasan jalur lambat, disini terdapat
banyak sekali para pedagang yang berjualan, mengganggu masyarakat ataupun

pengguna jalan lainnya seperti di trotoar.



Diantara masalah yang ditimbulkan dari aktivitas pedagang kaki lima

adalah :

1. Aktivitas jual —beli pedagang kaki lima menggunakan badan jalan, para
pedagang yang berjualan di jalur lambat. Kawasan ini sudah dilarang
berjualan para pedagang kaki lima di area ini. Berdasarkan Observasi
penulis pada tanggal 11 Oktober 2017 terlihat para pedagang kaki lima
yang berjualan padahal sebelumnya satpol PP sudah mengamanakan

kawasan ini.

2. Menimbulkan kemacetan. Kemacetan terjadi antara pagi,dan menjelang
jam pulang kerja. Kemacetan parah pun tak terhindari karena para
pengguna jalan terhalangi oleh para pedagang yang menggunakan badan

jalan,sehingga menimbulkan kemacetan.



3. Pedagang tidak bersedia untuk di Relokasikan karena tempat yang telah
tersedia itu memakai uang sewa perbulan, sedangkan di jalur lambat ini
tidak ada uang sewa nya. Pedagang tidak sanggup jika mereka disuruh
untuk membayar uang sewa karena hasil dari dagangan mereka hanya
cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu pedagang kaki lima
tidak bersedia untuk di Relokasikan.

“Satpol PP Pekanbaru mengaku sudah banyak mendapatkan laporan
terkait kemacetan di Jalan Soekarno Hatta yang disebabkan karena
banyaknya PKL yang berjualan di jalur lambat. Akibat menumpuknya
pedagang dan sembrawuntya parkir titik ini selalu menjadi langganan

kemacetan”(sumber :www.tribunnews.com)



Tabel 1.1 Jumlah Dagang Pedagang Kaki Lima Jalan Soekarno Hatta
Kawasan Jalur Lambat Tahun 2017

NO Jenis Dagangan Jumlah
1 Sayuran 120 Orang
2 Rempah-rempah 90 Orang
3 Bahan Pangan 85
4 Buah-buahan 20 Orang
JUMLAH 315 Orang

Sumber : Dinas Perdagangan dan penindustrian tahun 2017

“Pemko Pekanbaru mendata setidaknya ada 400 pedagang yang berjualan

di sekitar jalur lambat. Ada yang berjualan dengan menggunakan mobil,

becak motor, ada juga yang membuka lapak dengan membuat tenda-tenda

kecil”. (Sumber :Tribunnews.com/2017/10/10/.com)

Pada tanggal 8 Oktober 2017 sudah dilakukan nya penertiban oleh
pemerintah daerah demi mewujudkan ketertiban dan keamanan. Petugas Satpol
PP membongkar paksa lapak PKL yang berada di sepanjang jalur lambat tersebut,
sebagai mana Standar Operasional Prosedur (SOP) nomor 25 tahun 2012
bertujuan untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta
guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan agar pelaksanaan tugas dapat
berhasil secara optimal, perlu ada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai
prosedur tetap bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dalam
melaksanakan tugas.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai
Fungsi a.Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah,
penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta
perlindungan  masyarakat; b.Pelaksanaan kebijakan  pemeliharaan  dan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah; c.Pelaksanaan
kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
d.Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e.Pelaksanaan koordinasi
pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban



umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan Kepolisian
Negara, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
f.Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
g.Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah;

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa fungsi SOP sebagai penegak
peraturan Daerah, namun para PKL masih banyak yang tidak mengikuti aturan
yang telah ditetapkan sehingga satpol PP pun melakukan penertiban hari kedua
pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan membakar lapak lapak para PKL yang masih
berjualan di daerah tersebut. Sebenarnya pemerintah bukan melarang adanya para
pedagang kaki lima yang ingin berjualan, tetapi pada saat ini banyak para
pedagang kaki lima yang tidak mengikuti atau tidak mengindahkan peraturan
yang sudah dibuat oleh pemerintah tentang penataan dan pengelolaan para
pedagang kaki lima. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kebijakan untuk
melarang PKL sesuai dengan dikeluarkannya sebuah peraturan daerah (PERDA)
Kota Pekanbaru NO.11 Tahun 2001 Tentang pentaan dan Pembinaan Pedagang
Kaki Lima, beberapa poinnya yaitu : Pasal 1 ayat 4 dan 5 : (4). Pedagang Kaki
Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum
baik menggunakan kegiatan usaha dagang. (5). Tempat Usaha Pedagang Kaki
Lima adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota. Pasal 2 ayai 1 : (1).
Tempat usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Kepala daerah Pasal 3 ayat 1 :
(1) Setiap Prdagang Kaki Lima harus bertanggungjawab terhadap ketertiban,
kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar
tempat usaha. Pasal 7 ayat 1 : (1). Untuk kepentingan pembangunan usaha dan
peningkatan kesejahteraan pedagang Kaki Lima, Walikota berkewajiban
memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan.

Pantauan dilapangan, ternyata para PKL yang berada di jalur lambat sudah

diberi peringatan sejak tahun 2014 :

“Satpol PP Pekanbaru bersama tim yustisi lainnya termasuk Dinas
Perhubungan Pekanbaru kembali menertibkan pedagang kaki lima (PKL)
di jalur lambat , Senin (9/10/2017) kemarin. Penertiban ini yang kedua

kalinya setelah pernah ditertibkan tahun 2014 lalu. Pasca lapak dan kios



yang menyalahi aturan ditertibkan tiga tahun lalu, area jalur lambat
memang bersih dari aktifitas pedagang. Namun belakangan lokasi tersebut
kembali digunakan untuk berdagang bahkan tempat parkir kendaraan.
Kondisi itu pula yang membuat lalu lintas di persimpangan itu
macet.”(http://www.halloriau.com/read-pekanbaru-97215-2017-10-10-
catat-dilarang-parkir-di-jalur-lambat-pasar-arengka-pekanbaru.html)

Meski sudah pernah ditertibkan, namun pedagang tetap saja berjualan di
sekitaran jalur lambat. Sebelum melalakukan penertiban, pemerintah sudah
memberikan peringatan agar para PKL segera membersihkan dagangannya tapi
masih saja para PKL ini berjualan. Harapannya para pedagang ini bisa mematuhi
aturan yang ada. Karena sesuai dengan ketentuan lokasi jalur lambat ini memang
dilarang untuk dijadikan lokasi berjualan sehingga pemerintah harus bergerak
cepat untuk mengatasi para PKL tersebut. Akibat semakin banyaknya para PKL
maka dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh pedagang kaki lima
adalah seringnya PKL menjadi korban penggusuran oleh para satpol PP serta
banyaknya kerugian yang dialami oleh pedagang kaki lima tersebut, baik kerugian
meteril maupun kerugian non materil.

Pada saat beberapa waktu yang lalu sempat terjadi adanya sebuah
penggusuran dari pemerintah karena para pedagang menolak untuk dipindahkan
ke tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, alasan mereka menolak karena
uang sewa yang memberatkan, maka mereka harus berhadapan dengan aparat
keamanan. Pada dasarnya para pedagang mempunyai kepentingan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi disisi lain pemerintah mempunyai
kewajiban melakukan penertiban untuk memperindah kota agar program yang
sudah dicanangkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan seharusnya dan lancar
tanpa terganggu oleh pihak-pihak manapun serta dapat bermanfaat juga bagi
banyak orang. Keberadaan PKL sebenarnya sangat membantu bagi masyrakat
disamping mudah dicapai dan juga memberikan kemudahan mendapatkan barang
dengan harga yang terjangkau. Apabila suatu kota termsauk Pekanbaru ingin
terbebas dari PKL maka pemerintah seharusnya memberikan lapangan pekrjaan

yang layak dan lebih terhadap para PKL serta memberikan alternatif tempat untuk



membeli barang dengan harga yang murah. Oleh karena itu, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 11 tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Di Jalan Soekarno Hatta Kawasan Jalur Lambat Kota Pekanbaru

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,
maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu “Bagaimana
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola pedagang Kaki Lima (PKL) di
Jalan Soekarno Hatta kawasan jalur lambat Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk memahami Implementasi Perda no 11 tahun 2001 dalam
mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Soekarno Hatta Kawasan
Jalur Lambat Kota Pekanbaru.

2. Apa saja aspek penghambat dalam mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL)
Di Jalan Soekarno Hatta Kawasan Jalur Lambat Kota Pekanbaru.

3. Apakah pedagang kaki lima sudah mengerti tentang Perda Nomor 11
Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis
Hasil Penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan
bagi pembaca maupun pihak pemerintah Kota Pekanbaru, baik sebagai
pengetahuan, masukan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan

aktivitas yang berhubungan dengan penataan dan pembinaan PKL.
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2. Manfaat Teoritis
Hasil Penelitian diharapkan dapat menambah literatur dalam dunia
kepustakaan yang dapat membantu bagi terlaksananya penelitian

selanjutnya.

1.5. Sistematis Penulisan

BAB | PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il LANDASAN TEORI
Pada bab ini merupakan uraian tentang beberapa teori yang melandasi

penulisan dengan penelitian ini.

BAB IIl METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai lokasi penelitian, informan penelitian,
jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data serta pengukuran
data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN
Kemudian bab ini menguraikan mengenai gambaran umum kantor

Walikota, Jalan Soekarno Hatta dan struktur Satpol PP

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis mencoba merangkum pembahasan dan hasil
penelitian yang dilakukan di Jalan Soekarno Hatta Kawasan Jalur Lambat Kota

Pekanbaru

BAB VI PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan

di Jalan Soekarno Hatta kawasan Jalur Lambat Kota Pekanbaru.



